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Bangsa Anti Korupsi, 2003), (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4620).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nations
Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional
Yang Terorganisasi), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4960).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999
Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5359).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi
Pelapor (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice
Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu).

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung
RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI,
Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Rl No. M.HH-
11.MH.03.02.th.2011; No. PER-045/A/JA/12/2011; No. 1 Tahun
2011; No. KEPB-02/01-55/12/2011; No. 4 Tahun 2011.

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).
United Nation Convention Against Transnasional Organized Crimes (UNTOC).
Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST atas nama terdakwa Gatot
Pujo Nugroho dan Evy Susanti, prihal tindak pidana korupsi, 14 Maret
2016.

Putusan Nomor 124/P1D.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST jo
06/PID/TPK/2016/PT.DKI atas nama terdakwa Tripeni Irianto Putro,
prihal tindak pidana korupsi, 15 Maret 2016.

Putusan  Nomor  32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.  Jkt.Pst jo  48/Pid.Sus-
TPK/2016/PT.DKI atas nama terdakwa Abdul Khoir, prihal tindak
pidana korupsi, 2 September 2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-1V/2006, prihal pengujian Pasal
2 ayat(1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, 25 juli 2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VI111/2010, prihal pengujian Pasal
1 Angka 26 dan 27; Pasal 65; Pasal 116 Ayat (3) dan (4); serta Pasal 184
Avyat (1) Huruf a KUHAP, 2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XI1V/2016, prihal pengujian Pasal
2 ayat(1l) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, 25 juli
2016.
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